
S A L I N A N 

 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H   L A U T 
 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 83 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA BERGELOMBANG 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT,  

 

Menimbang     : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Interval waktu Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa secara Bergelombang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1221); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1222); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Nomor 37); 
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M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTERVAL WAKTU 

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA BERGELOMBANG. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa 

7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 

melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 

8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa 

dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur  dan adil 

9. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan 

final. 

 

BAB II 

INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA 

 

Pasal 2 

 

(1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bergelombang. 

(2) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bergelombang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak pada hari dan 

tanggal yang sama untuk seluruh desa yang melaksanakan pemilihan 

Kepala Desa pada gelombang yang sama. 

(3) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bergelombang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan interval waktu 2 (dua) tahun, 

atau sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. 
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(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung mulai Tahun 

2019.  

 

Pasal 3 

 

Penetapan Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara 

bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati.  

 

Pasal 4 

 

Desa yang periode masa jabatan Kepala Desanya habis pada tahun gelombang 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Desa dimaksud dikelompokkan 

dalam gelombang pemilihan Kepala Desa pada tahun tersebut.  

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari  

pada tanggal 1 Juli 2019 

 

 BUPATI TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

       H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 1 Juli 2019  

 

   SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT,     

       

 Ttd 

 

   H. SYAHRIAN NURDIN 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 83 
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